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DENGAN RARMAT TORAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 
yang menyatakan bahwa uang milik pemerintahan daerah 
yang sementara belum digunakan dapat didepositokan 
danjatau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek 
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah 
dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan 
Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah 
dapat menempatkan uang daerah pacta rekening di Bank 
Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bungajjasa giro 
dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi 
kelebihan kas; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a 
dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Tahun 
Anggaran 2013 dipandang perlu menempatkan uang daerah 
dalam bentuk deposito pacta Bank Umum; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pacta huruf a 
dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung 
Selatan tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk 
Deposito pada Bank Umum Tahun Anggaran 2013. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 11 termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 



2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotiame (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 38511; 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembarari 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8.	 Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Ncgara Repub1ik Indonesia Nomor 4578); 



11.	 Peraturan Pemerintah Nemer 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tabun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negar-a/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembar'an Negara 
Republik Indonesia tabun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana teIah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 I I; 

IS.	 Peraturan Menteri DaIam Negeri Nemer 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2013; 

16.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SeIatan Nomor 08 
'I'ahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung SeIatan 
Tahun 2007 Nemer 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
08); 

17.	 Peraturan Daerab Kabupaten Lampung SeIatan Nomor 24 
Tabun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah 
Kabupaten Lampung Sclaran Tahun 2012 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Nornor 24); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG 
PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO 
PADA BANK UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasall 

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 
2.	 Pemerintah Daerah adaIah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan: 



4.	 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adaIah 
lembaga teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah; 

5.	 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala BPKAD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 

6.	 Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerirnaan daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; 

7.	 Bank adalah Badan Usaha yang mengbimpun dana dan masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 
danjatau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat banyak; 

BAB II
 
MAKSUD DAN TUJUAN
 

Pasa12 

Maksud dan tujuan Deposito adalah : 
1.	 Untuk optirnalisasi manfaat uang Pemerintah Daerah yang digunakan dan 

masih tersimpan pada Rekening Giro Kas Umum Daerah; 
2.	 Untuk meningkatkan Pendapatan Asii Daerah; 

BAB 111
 
BESARNYA SIMPANAN
 

Pasa13 

Besar dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito 
disesuaikan dengan Cash Flow yang diatur oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara 
Umum Daerah. 

BABIV
 
MEKANISME
 

Pasa14 

(I)	 Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dapat mendepositokan Uang 
Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati Lampung Se1atan; 

(2)	 Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah mengajukan permintaan 
kepada Bank untuk menempatkan dana Pernerintah dalarn bentuk deposito 
untukjangka waktu tertentu; 

(3)	 Pendapatan bunga atas penempatan Deposito langsung dipindahbukukan ke 
Rekening Kas Umum Daerah: 

(4)	 Penempatan dan atau penarikan dana sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala BPKAD memberikan laporan secara tcrtulis kepada Bupati selambat­
lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja. 



BABV
 

MAKSVD DAN TVJVAN
 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 12 .ja nuaz-f 2013 
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

r/ 
RYCKO ~ENOZA SZP 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 18 .j-anuar-t 2013 

SEKRET S DAERAH KABVPATEN LAMPVNG SELATAN,
 

ISH K 

BERITA DAERAH KABVPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR1 7 Tal,un 2013 
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